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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak bagi pemerintah dalam
mencapai good governance untuk melakukan dan berusaha memperbarui hal-hal
mendasar yang berkaitan pada penyelenggaraan pemerintahan terutama
perbaikan dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumber daya.
Melalui reformasi birokrasi, dilakukan suatu penataan agar terciptanya
keefektifan dan keefesienan dalam suatu organisasi.

Pemerintah telah mencanangkan prinsip-prinsip dalam mencapai good
governance Yyaitu salah satu prinsip penerapan transparansi dan akuntabilitas
kegiatan penyelenggara pemerintah ialah dengan penyusunan standar. Standar
Operasional Prosedur (SOP) sangat erat kaitannya dengan organisasi terutama
instansi pemerintahan yang merupakan suatu pedoman dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Adanya Standar Operasional Prosedur pemerintah lebih transparan
mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, rincian biaya dan waktu
penyelesaian sehingga tidak menyebabkan proses pelayanan menjadi rumit dan
mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Sebagai pedoman mengenai
tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang
akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa
semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan
tanggung jawab yang jelas.

Moenir (Djafri, 2018) mendefinisikan bahwa :

Pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat



pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau
dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam
memenuhi harapan pengguna.

Melalui penyusunan dan penetapan Standar Operating Prosedur tersebut,
dapat memberikan dampak bagi instansi pemerintah yaitu mengefektifkan
peningkatan pelayanan. Sebab standard operating procedures merupakan
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi
dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator
teknis, administrasif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan
sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan dan menciptakan komitment
mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan.
Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan publik merupakan salah satu
bagian dari kegiatan organisasi publik.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa organisasi publik mempunyai
dimensi cakupan yang amat luas dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Dari dimensi yang luas tersebut, pelayanan publik merupakan aspek yang paling
dekat menyentuh masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja
pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja
pemerintah berdasarkan kualitas pelayanan publik yang diterima, karena kualitas
pelayanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung
dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam
membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan
akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah.

Akan tetapi, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasannya
penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat dalam beberapa hal belum
berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih
adanya keluhan dan pengaduan masyarakat, baik disampaikan langsung pada

pemberi layanan maupun melalui media massa.



Hakikat pelayanan adalah serangkaian proses kegiatan pelayanan yang
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan
organisasi dalam masyarakat. Kegiatan proses yang dimaksud adalah hubungan
keperluan antara penerima dan pemberi kebutuhan dapat saling menerima baik
tanpa ada keluhan ketidakpuasan layanan.

Lethinen (Mulyawan, 2016) menyatakan bahwa “Pelayanan mempunyai
makna sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi
langsung dengan orang-orang atau mesin secara fisik dan menyediakan
kepuasan konsumen atau pelanggan”. Pengertian pelayanan di sini lebih kepada
upaya aktif kelompok pemberi pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan
maksimal terhadap penerima layanan.

Jadi berdasarkan definisi pelayanan menurut para ahli di atas dapat
disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan instansi pemerintah dibutuhkan
standar operasional prosedur untuk pelayanan yang ada di instansi pemerintah
tersebut agar pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di
instansi karena pada instansi tersebut belum memiliki SOP pada bagian
pelayanan terutama pada pembuatan pengantar Perekaman KTP, pengantar
Kartu Keluarga, pengantar Akta Kelahiran, pengantar Pindah Penduduk, dan
pengantar Kartu Identitas Anak (KIA). Maka dari itu penulis tertarik untuk
membahas dan melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
untuk meningkatkan bagian pelayanan pada Kantor Desa Mamminasae
Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

Kantor Desa Mamminasae merupakan instansi pemerintah maka dalam
pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) menggunakan pedoman
Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012

Standar Operasional Prosedur merupakan “Serangkaian instruksi tertulis yang



dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan”.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5
Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), SOP adalah
“Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakuan”.

Atmoko (Chiu et al, 2017) mengatakan bahwa :

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman
atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai denga
fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang
bersangkutan.

Pada Politeknik STIA LAN Makassar Program Studi Manajemen Sumber
Daya Manusia Aparatur (MSDMA) dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan
Publik/Prima mempelajari tentang bagaimana dalam suatu instansi pemerintah
sangat dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena dengan adanya
Standar Operasional prosedur (SOP) dapat mempermudah pemberi dan
penerima layanan karna sudah memiliki alur dan persyaratan dalam melakukan
pengurusan.

Pada Kantor Desa Mamminasae bagian pelayanan dibutuhkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat
lebih maksimal. Karena selama proses magang pada Kantor Desa Mamminasae
yang berlangsung selama 40 hari kerja penulis melihat pelayanan yang masih
kurang karena belum adanya alur dalam melakukan pengurusan sehingga
masyarakat masih kesulitan dalam melakukan pengurusan berkas seperti

pengantar Perekaman KTP, pengantar Kartu Keluarga, pengantar Akta

Kelahuran, pengantar Pindah Penduduk, dan Pengantar Kartu Identitas Anak .



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan masalah yang ada pada latar belakang
di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bagian Pelayanan Pada Kantor Desa

Mamminasae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu karya berupa
Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bagian Pelayanan Pada Kantor Desa
Mamminasae, sebagai aturan dan alur dalam melakukan pengurusan sehingga

dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat
praktis, antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan dan sumbangan pemikiran terkait Standar Operasional
Prosedur (SOP) di bagian pelayanan pada Kantor Desa Mamminasae.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi
rekomendasi dan pedoman bagi pemerintah Desa Mamminasae dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Mamminasae.





